
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
 

  TAHUN 2016 NOMOR  4 
 

 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
 

NOMOR 4 TAHUN 2016 
 

 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH                        

NOMOR12 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERSEROAN 

TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT 

DAN BANTEN, Tbk.  

 
 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

 
2016 

S A L I N A N 



 
 

LEMBARAN  DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

TAHUN 2016 NOMOR 4 
 

PERATURAN  DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
 

NOMOR 4 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH                        

NOMOR12 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PADA 

PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH 
JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. 

 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2016 Nomor 4 Tanggal 14 September 2016 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 

 

ttd 

 

ZAENAL ALIMIN 

 

 
 

PERATURAN  DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

 
NOMOR 4 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH                        

NOMOR12 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PADA 
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMEDANG, 

 

Menimbang : a.  bahwa Penyertaan Modal Pemerintah 

Kabupaten Sumedang pada Perseroan 
Terbatas Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten, Tbk telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Sumedang Pada Perseroan Terbatas Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten, Tbk.; 

  b.  bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 
15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, 
mewajibkan    setiap    bank   membentuk  
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   tambahan modal sebagai penyangga yaitu 

capital conservation buffer, capital 
countercyclical buffer, dan capital 

surcharge untuk memperkuat struktur 
permodalan dalam rangka mendukung 

pengembangan bisnis bank secara sehat; 

  c.  bahwa berdasarkan hasil perhitungan 

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, agar 
dapat mengembangkan bisnis secara 

sehat maka Rasio Kecukupan Pemenuhan 
Modal minimum adalah sebesar 18,5% di 

tahun 2018, sehingga diperlukan 
tambahan modal; 

  d.  bahwa sesuai Surat dari Direktur 
Keuangan Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten, Tbk Nomor 686/DIR-Tim 
P3M/2015 tanggal 19 Oktober 2015 

Perihal Informasi Terkait Penambahan 
Modal, jumlah alokasi penyertaan modal 

Kabupaten Sumedang sebesar 
Rp4.671.941.000,00 (empat milyar enam 
ratus tujuh puluh satu juta sembilan 

ratus empat puluh satu ribu rupiah) 
dengan mekanisme penambahan 

penyertaan modal tanpa hak memesan 
efek terlebih dahulu  maka Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Sumedang Pada Perseroan Terbatas Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten, Tbk. perlu diubah; 
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  e.  bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 

12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada 
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

  3.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4756); 
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  4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

  5.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten, Tbk (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10 Seri E, 

Tambahan   Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 66); 

  6.  Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 

tetang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Sumedang kepada Pihak  Ketiga 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2008 Nomor 13);  

  7.  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah  

   5 

   Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 7); 

  8.  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah 

Kabupaten Sumedang Pada Perseroan 
Terbatas Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG 

dan 

BUPATI SUMEDANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH                        

NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG 
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH 

KABUPATEN SUMEDANG PADA 
PERSEROAN TERBATAS BANK 

PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT 
DAN BANTEN, Tbk. 
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  Pasal 1 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan 

Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang 
Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12), 
diubah sebagai berikut: 

  1.  Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

   Pasal 1 

   Dalam Peraturan Daerah ini yang 
dimaksud dengan: 

   1.  Daerah adalah Kabupaten Sumedang. 

   2.  Bupati adalah Bupati Sumedang. 

   3.  Pemerintah Daerah adalah Bupati 
sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah  yang 
memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

   4.  Perseroan Terbatas Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten, Tbk yang selanjutnya disebut 

PT Bank BJB adalah badan hukum 
yang didirikan berdasarkan Akta 
Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 

4 tanggal 8 April 1999 dan telah 
mendapat   pengesahan   dari  Menteri  
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    Kehakiman pada tanggal 16 April 

1999 dengan Keputusan Nomor 
C7103.HT.01.01.TH.99, yang telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Akta Notaris R. Tendy Suwarman 

Nomor 118 tanggal 31 Maret 2015 dan 
dan telah mendapat pengesahan dari 
Menteri Hukum dan HAM pada 

tanggal 11 Juni 2015 dengan 
Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-

0939806. 

   5.  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Sumedang yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah 
Rencana keuangan tahunan 

Pemerintah Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

   6.  Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
adalah pengalihan kepemilikan uang 

atau barang yang semula merupakan 
kekayaan Daerah yang tidak 

dipisahkan menjadi kekayaan yang 
dipisahkan untuk diperhitungkan 

sebagai modal Pemerintah Daerah 
pada PT Bank BJB. 

   7.  Investasi adalah penempatan 

sejumlah dana oleh Pemerintah 
Daerah dalam jangka panjang untuk 

pembelian surat berharga, yang 
mampu mengembalikan nilai pokok 

ditambah dengan manfaat ekonomi, 
sosial, dan/atau manfaat lainnya 
dalam jangka waktu tertentu. 
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  2.  Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 

1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

   Pasal 3A 

Penyertaan modal Pemerintah Daerah 

pada PT. Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten, Tbk untuk 
tahun 2016 ditetapkan sebesar 

Rp4.671.941.000,00 (empat milyar enam 
ratus tujuh puluh satu juta sembilan 

ratus empat puluh satu ribu rupiah). 

  Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. 

   

   

 

 

 Ditetapkan di   Sumedang 
pada tanggal 14 September 2016 

  BUPATI SUMEDANG, 
 

 
Ttd 

 
 

EKA SETIAWAN 
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Diundangkan di  Sumedang 

pada tanggal 14 September 2016 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 

 

Ttd 

 
ZAENAL ALIMIN 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 
SUMEDANG TAHUN 2016  NOMOR 4               

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT: (4/174/2016) 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
Ttd 

 
UJANG SUTISNA 

NIP. 19730906 199303 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


